BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk
mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja
tinggi, perlu disusun Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5S038); //

5. Undang-Undang ...



10.

11.

12.

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2013 Nomor
191);

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
233);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2019 Nomor 112); ; :

14. Peraturan ...



Menetapkan:

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 28 Tahun 2023
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 28)

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12,
Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN
LOMBOK BARAT.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksana.an urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya
disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan
yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

6. Arsitektur...



6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang
terintegrasi.

7. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur
SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

8. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat
domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data
dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE,
domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur
keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat
adalah untuk menjadi kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang
terintegrasi.

(2) Tujuan dari Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat
adalah:

a. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE,
infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk
menghasilkan operasional layanan pemerintah yang
terpadu secara nasional;

b. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan
pemerintah yang terintegrasi; dan

c. mendukung pengembangan Smart City Kabupaten
Lombok Barat.

(3) Konsep Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a adalah mewujudkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk
mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerj
tinggi. ? :

BAB III ...



(1)

2

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat
mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional.

Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan program kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Kedudukan Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat adalah
sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam:

a.

(2)

(3)

(4)

penyusunan dokumen  perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pembangunan SPBE daerah;

pembangunan dan penyelarasan proses bisnis, layanan,
data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE;

pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan tata
kelola dan manajemen pengelolaan teknologi informasi dan
komunikasi; dan

koordinasi dan sinkronisasi pembangunan SPBE daerah
dengan para pihak.

BAB IV
ARSITEKTUR SPBE

Pasal 5

Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat mengacu pada
prioritas kebijakan Daerah yang tertuang dalam RPJPD
dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat menjadi
pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE
di tingkat pemerintah daerah.

Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat menjadi
pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE perangkat
daerah.

Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan progr
kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6...



(1)

Pasal 6

Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat terdiri atas 6
(enam) domain arsitektur sebagai berikut:

a.
b.

moe a0

Domain Arsitektur Proses Bisnis;
Domain Arsitektur Layanan;

Domain Arsitektur Data dan Informasi;
Domain Arsitektur Aplikasi;

Domain Arsitektur Infrastruktur; dan

Domain Arsitektur Keamanan.

Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.

Domain  Arsitektur Proses Bisnis mengatur
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada
Pemerintah Daerah dapat mendorong pencapaian
tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan
pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas
administrasi pemerintahan secara efektif, efisien, dan
akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran
belanja teknologi informasi dan komunikasi yang
diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan,
serta membantu memberikan analisis yang obyektif
dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi
prioritas agenda pembangunan;

Domain Arsitektur Layanan adalah merupakan luaran
dari sibuah atau beberapa proses bisnis dan disa jikan
kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik
layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai
inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan
perundang-undangan terkait layanan pemerintah yang
diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima
manfaat sehingga dapat mempercepat terwujudnya
agenda pembangunan untuk melakukan transformasi
pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah
terintegrasi, serta mempercepat tersedianya
infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
melalui pelayanan secara komprehensif, men jadikan
pemerintah yang bersifat user-centric;

Domain Arsitektur Data dan Informasi untuk
mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan
kualitas pelayanan publik berdasarkan data dan
informasi yang dapat dipercaya serta diperlukan
pemetaan atas data dan informasi di lingkungan
pemerintahan sehingga pertanggungjawaban ata
kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik;

d. Domain ...



d. Domain Arsitektur Aplikasi memastikan pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan
secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan
tugas atau fungsi layanan SPBE dengan
memperhatikan standarisasi, tujuan pembangunan
dan layanan pemerintahan, keterpaduan, berbagi
pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan;

e. Domain  Arsitektur Infrastruktur memastikan
pelaksanaan pembangunan dan pengembangan
infrastruktur SPBE daerah dilakukan secara berbagi
pakai dan efisien; dan

f. Domain Arsitektur Keamanan mendeskripsikan
pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan
informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE
yang terpadu sehingga dapat dilakukan pengendalian
melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan
kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang
komprehensif.

(3) Uraian secara rinci Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok
Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat ditetapkan untuk
Jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai
kebutuhan Daerah.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam Arsitektur SPBE Kabupaten Lombok Barat
bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

/3/

BAB VI...



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal {f S‘epfmber 2023

( BUPA'I“'I/I-‘_O}\\/[BOK BARAT%

/b’H. FAUZAN KHALID
Diundangkan di Gerung

pada tanggal {1 Sepfember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,@ =

H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 47



